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ABSTRAK

Salah satu keistimewaan dari pada jaminan fidumisebut adalah sifat eksekutorial jaminan fidusaaap
sertifikat jaminan fidusia. Untuk memperoleh hak-tersebut maka jaminan tersebut wajib untuk dedkén
pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia. Namunmmdpidaksanaannya, masih banyak jaminan fidusia yang
tidak didaftarkan pada Kantor Pendaftaran fiduBienelitian ini menganalisis akibat hukum terhadapidan
fidusia yang tidak didaftarkan dan perlindungan umkkepada kreditor jika akta Fidusia tidak didddser.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitiakum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakok
dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hgkldomder sedangkan pendekatan masalah dilakukan
dengan menggunakan pendekatan undang-undang ddekpéan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa akibat hukum terhadap akta jaminan fidusitu ymlak mempunyai kekuatan hukum sama sekalindala
melakukan eksekusi dan terhadap objek jaminaniidigak melahirkan hak-hak kebendaan yang melekda
jaminan fidusia. Sebagai akibat dari tidak didadsamnya akta jaminan fidusia maka tidak ada perliggun
hukum sama sekali terhadap kreditor

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Pendaftaran Akta Jaminan Fidusia, Eksekusi
ABSTRACT

One of the features of the fiduciary guaranteehis éxecutorial nature of the fiduciary guaranteettom
fiduciary guarantee certificate. To obtain thesghts, the guarantee must be registered with theckidy
Guarantee Registration Office. But in its implenagion, there are still many fiduciary guaranteest tire not
registered with the Fiduciary Registration OfficEhis study analyzes the legal consequences of ifiduc
guarantees that are not registered and legal piate creditors if the Fiduciary deed is not stgied. The
research method used is normative legal reseammely legal research conducted by examining library
materials or secondary legal material while thebfm approach is carried out using a legal appreach
conceptual approach. The results of the study sthaivthe legal consequences of fiduciary guaradessls,
which have no legal force at all in carrying oueentions and against objects of fiduciary guaradteaot give
birth to material rights inherent in fiduciary gaatees. As a result of not registering a fiducidegd, there is
no legal protection at all for creditors.

Key words: Legal Protection, Registration of Fiduciary Guarantee Deed, Execution
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PENDAHULUAN

Jaminan fidusia sebagai salah satu lembaga jamsekarang ini turut serta
memegang peranan penting dalam pembangunan ekdndamesia, khususnya di bidang
perbankan sebagai lembaga yang menyalurkan krathtndmemenuhi kebutuhan modal.
Karena perkembangan ekonomi dan perdagangan akani dileh perkembangan zaman,
kebutuhan akan kredit dan pemberian fasilitas kiadmemerlukan jaminan demi keamanan
pemberian kredit tersebtit.

Pasal 1 dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 199%amgnJaminan Fidusia
(UUJF), menyebutkan bahwa “Fidusia adalah pengalitek kepemilikan suatu benda atas
dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda hggndiepemilikannya dialihkan
tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda&kQlgminan fidusia sebelum berlakunya
UUJF adalah benda bergerak yang terdiri dari betalam persediaan, benda dagangan,
piutang, peralatan mesin, dan kendaraan bermotnud sesudah berlakunya UUJF, maka
objek Jaminan fidusia diberikan pengertian yangs.lBerdasarkan UUJF, objek Jaminan
fidusia dibagi atas dua macam:

1. Benda bergerak baik yang berujud maupun tidak béruajan

2. Benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang ditb@bani hak tanggungan.

UUJF menentukan agar benda yang menjadi obyek danfidusia pembebanannya dibuat
dengan akta Notaris dan didaftarkan pada Kantodd&ftaran Fidusia (KPF).

Pada umumnya dalam praktek perbankan perjanjiaditkdibuat dengan akta
dibawah tangan karena demi efisiensi waktu dan meemmpdah debitor yang akan
mengambil kredit tanpa harus menunggu dalam pembuatktaotentik di hadapan
Notarisdan untuk meminimalisasi biaya pembuataa dielam kredit, sedangkan bagi bank
untuk penjaminan obyek yang dijaminkan dibuatlahaagenjaminan yang dibuat oleh
Notaris apabila penjaminan dengan fidusia dan #&lefabat Pembuat Akta Tanah (untuk

selanjutnya disebut PPAT) apabila penjaminan dektgdnTanggungad.

1Sri Soedewi Masjchoen Sofwahkiukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan
Jaminan Perorangan, Liberty, Yogyakarta, 1980, hal. 1.

2lbid, hal. 64

3Indah Antari Mutri,Perjanjian Kredir Dengan Jaminan fidusia Atas Kendaraan Bermotor Yang Dijual
Pada Pihak Ktiga Pada PT. Bank Danamon (Persero) Tbk Unit DSP Pracimantoro Wonogiri, Tesis,
Universitas Dipegoro, Semarang, 2010, hal. 2
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Proses Pembebanan Fidusia merupakan kegiatan tiagpelalam Jaminan fidusia
yaitu dilakukannya penandatanganan akta Jaminarsifid Pembebanan Jaminan fidusia
diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 10 UUiHE.J&minan fidusia adalah perjanjian
ikutan @ccesoir) dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan Kéxaa bagi para pihak
untuk memenuhi suatu prestasi. Dan pembebanan dariitusia dibuat dengan akta Notaris
dalam bahasa Indone$iamun dalam praktek, sering terjadi bahwa peganfiokok yang
menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memersuatu prestasi antara pihak
pemberi fidusia dan penerima fidusia, tidak diikigingan pembebanan dalam akta Notaris
yang merupakan kegiatan yang terpenting dalam peama& Jaminan fidusia. Salah satu
syarat untuk mendaftarkan akta jaminan fidusia addlahwa akta itu harus dibuat dalam
bentuk akta Notaris, sebab Kanwil Kementrian Hukdam HAM, Seksi Pelayanan tidak
menerima pendaftaran jaminan fidusia yang dibuatgde akta dibawah tangan. Dengan
demikian, akta Notaris adalah syarat mutlak peadaftjaminan fidusia.

Dalam UUJF mengatur tentang pendaftaran Jaminarsiidguna memberikan
kepastian hukum kepada para pihak yang berkepamindan pendaftaran Fidusia
memberikan hak yang didahulukaprdferen) kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor
lain. Namun dalam praktek, hal tersebut tidak selsaepan yang diinginkan para pembuat
undang-undang (UUJF). Pendaftaran Jaminan fidugurddalam Peraturan Pemerintah

Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tentang Tata Cara Rerma Jaminan Fidusia Dan Biaya

Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Tujuan dari pendaftaran Jaminan fidusia add&lah :
1. Untuk memberikan kepastian hukum kepada para piaag berkepentingan;
2. Memberikan hak yang didahulukagpr ¢feren) kepada penerima fidusia terhadap kreditor

yang lain.

Melihat betapa pentingnya pendaftaran Jaminan iadgsna memberikan kepastian
hukum kepada para pihak yang berkepentingan, namasih banyak pihak kreditor
penerima fidusia yang tidak mendaftarkan akta jamiya’ Sebagai contoh, dalam praktek

ditemukan fakta bahwa fidusia sebagai jaminan talEiksanakan sesuai dengan aturan yang

4Salim HS,Perkembangan Hukum Jaminan Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 65.

STan KameloHukum Jaminan fidusia (Suatu Kebutuhan Yang Di Dambakan), Alumni, Bandung, 2006,
hal.. 216

8Salim HS,0p.Cit, hal. 82.

Tan KameloLoc.Cit..
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sudah diberlakukan semenjak tahun 1999, peratued@kganaannya maupun peraturan-
peraturan lain yang mengatur mengenai pendaftamaman fidusia. Diantaranya jaminan

kredit pada KSP Artha Tani Mandiri dilakukan hamgngan menambahkan jaminan fidusia
untuk penyaluran kreditnya pada perjanjian kretaithun dalam praktek jaminan fidusianya
belum melaksanakan kewajiban dan aturan yang tetrditam UUJF. Jaminan fidusia tidak

didaftarkan dan tidak dbuatkan akta Notéris.

RUMUSAN MASALAH

1) Apa akibat-akibat hukum terhadap Jaminan fidusragytadak didaftarkan?

2) Apa perlindungan hukum kepada kreditor jika ak@@uBia tidak didaftarkan?

METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukenmatif yang dilakukan untuk mencari
pemecahan masalah atas permasalahan hukum yandPeadidekatan penelitian yang digunakan

adalah pendekatan undang-undarstptte approach) dan pendekatan konseptuatorfceptual
approach).

PEMBAHASAN
Akibat-Akibat Hukum Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan.

Akta jamina fidusia merupakan perjanjian ikutani daratu perjanjian pokok, maka
kegiatan terpenting dalam pembebanan perjanjiankpk& dalam bentuk akta otentik adalah
penandatanganan akta. Sesuai dengan UUJF, pemlakitajaminan fidusia wajib dibuat
dengan akta notaris secara notariil akta artinyauati di hadapan notaris menggunakan
bahasa Indonesia sebagaimana tersebut dalam Pagat §l) UUJF. Penegasan perjanjian
jaminan fidusia dengan akta notaris dalam UUJF pakan suatu norma yang memaksa
(imperatif bukan fakultatif). Artinya apabila pemj@an jaminan fidusia dilakukan selain
dalam bentuk akta notaris, secara yuridis perjarjpminan tersebut tidak pernah ada. Hal

tersebut semakin jelas jika dikaitkan dengan prosgmdinya jaminan fidusia ketika

8Achmad Lukman HakimiTinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan
Jaminan Fidusia Tanpa Pendaftaran Oleh Kreditor (Studi d KSP ArthaTani Mandiri Banyuwangi), Docstoc,
diakses dari http://www.docstoc.com/docs/ 95313334jauan-Yuridis-Sosiologis TerhadapPelaksanaan-
Perjanjian-Kredit, diakses tanggal 22 Maret 2018.
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dilakukan pendaftaran pada Kantor Pendaftaran Ed#PF) yang permohonannya harus
dilengkapi dengan salinan akta notaris tentang eéaran jaminan fiduska.

Alasan mengapa UUJF menetapkan bentuk khusus (W&taris) bagi perjanjian
Jaminan fidusia adalah bahwa sebagaimana diatamd&asal 1870 KUH Perdata yang
menyatakan bahwa akta Notaris merupakan akta ktemémiliki kekuatan pembuktian
sempurna. Mengingat bahwa objek Jaminan fidusia pexumnya adalah barang bergerak
yang tidak terdaftar, maka sudah sewajarnya balemtuk akta otentiklah yang dianggap
paling dapat menjamin kepastian hukum berkenaagaheabjek Jaminan fidusia.

Pendaftaran jaminan fidusia dibuat dengan aktariiptaonsekuensi jaminan fidusia
yang tidak dibuat dengan akta notariil maka aktatigak dapat didaftarkan. Pendaftaran
dilakukan setelah akta jaminan fidusia telah ditgaadgani oleh para pihak pada Kantor
Pendaftaran Fidusia (KPF) di tempat kedudukan peakberi fidusia.

Pendaftaran suatu akta jaminan fidusia itu jugahtelinyatakan dalam suatu akta
jaminan fidusia yang dibuat oleh notaris yang beybdemikian :

Pemberi fidusia dengan ini memberi kuasa kepadarjea fidusia yang menyatakan
menerima kuasa dari pemberi fidusia untuk melaksamgpendaftaran jaminan
fidusia tersebut, untuk keperluan tersebut menghdidzadapan pejabat atau instansi
yang berwenang (termasuk kantor pendaftaran jamifidasia), memberikan
keterangan, menandatangani surat/formulir, mendaftajaminan fidusia atau objek
jaminan fidusia tersebut dengan melampirkan peaayapendaftaran jaminan fidusia
serta untuk mengajukan permohonan pendaftaranpatafdahan dalam hal terjadi
perubahan atas data yang tercantum dalam sertjfikainan fidusia, selanjutnya
menerima sertifikat jaminan fidusia dan/atau petaga perubahan sertifikat
dokumen-dokumen lain yang bertalian dengan kepeilwa membayar semua biaya
dan menerima kwitansi segala pembayaran serta jsElgm melakukan segala
tindakan yang perlu dan berguna untuk melaksankddmtuan dari akta A,

Sebagai akibat dari tidak didaftarkan akta jamifidasia tersebut otomatis kekuatan
pembuktian akta otentik telah terdegradasi dengawdisnya sebagai akta dibawah tangan
yang tidak memiliki kekuatan apapun dalam pembukila terjadi wanprestasi karena yang
menjadi titik tolak pembuktian jaminan fidusia alalpada setifikat bukan pada aktanya.
Nilai kesempurnaan akta notaris dalam perjanjianinan dengan fidusia ini, jika terjadi
sengketa keperdataan antara para pihak otomagsaiikingkan, sebab yang menjadi alat
terkuat adalah suatu sertifikat yang di keluark#éh dKantor Pendaftaran Fidusia (KPF).

°Tan KameloOp.Cit, hal. 195.
Obid, hal.21
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Akta notaris hanya sebagai syarat untuk pengelusedifikat jaminan fidusia. hal tersebut
ternyata dari syarat-syarat pengajuan pendaftamamgan fidusia pada Kantor Pendaftaran
Jaminan Fidusia (KPF) yakni melampirkan salinam gmninan fidusia (akta notaris).

Oleh karena sebaiknya jika suatu akta jaminan f@dyang telah selesai dilakukan
pembebanannya berdasarkan perjanjian pokoknya taikah pada Kantor Pendaftaran
Fidusia (KPF). Sebab hanya dengan akta notaral sejum cukup untuk membuktikan atau
memperoleh hak agunan terhadap objek jaminan t@rsian hak-hak yang diberikan UUJF
kepada kreditor tidak diperloeh sesuai dengan iprifgninan fidusia menurut UUJF vyaitu
tiada pendaftaran tanpa pembebanan dan tidak maikad akta notariil yang merupakan
alat bukti sempurna yang secara lahiriah, formil daateril adalah benar tidak terdegradasi
sebagai akta dibawah tangan atau dengan katadakirhengikat kedua belah pihak maupun
pihak ketiga.

Grosse dari akta notaris mempunyai kekuatan eksekutoaalgysama dengagrosse
putusan hakim. Dengan demikian tidak hanya tagiterupa uang yang dapat dieksekusi
berdasarkargrosse akta notaris, akan tetapi juga tuntutan, misalogguk menyerahkan
barang bergerak Namun pengeluaramrosse akta oleh notaris hanya terbatas pada
pengeluarargrosse akta pengakuan utang sebagaimana yang telah slilsltiam Pasal 55
ayat (2) UUJN yang menyatakan bahwadsse akta pengakuan utang yang dibuat dihadapan
notaris adalah salinan akta yang mempunyai kekuslitaakutorial”. Jadi akta notariil yang
merupakan akta jaminan fidusia tanpa pendaftadak tdapat dilakukan eksekusi karena
tidak mempunyai kekuatan eksekusi sebagaimana lksgouthakim yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap.

Pendaftaran menurut UUJF merupakan momentum yamgaséinggi nilainya dari
lembaga jaminan fidusia, karena lahirnya hak agwediagaimana tersebut diatas yaitu pada
saat terdaftarnya akta jaminan fidusia pada Kapedaftaran Fidusia (KPF). Aspek hukum
pendaftaran melahirkan hak mendahului sekaligus leekan title eksekutorial bagi
kepentingan penerima fidusia.

Tujuan dari pada pendaftaran jaminan fidusia adalatnk memberikan hak yang
didahulukan freferen) kepada penerima Fidusia terhadap kreditor yamg Atau Dengan

kata lain tujuan dari pendaftaran adalah untuk medan hak kebendaan dan memenuhi asas

Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang
Jabatan Notaris, Refika Aditama, Bandung, 2008, hal. 48.
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publisitas, juga untuk memperoleh kepastian hukagi bara pihak dan pihak ketigalni
disebabkan Jaminan fidusia memberikan hak kepaueripga Fidusia untuk tetap menguasai
bendanya yang menjadi objek Jaminan fidusia berkiasakepercayaan. Pada prinsipnya,
sistim hukum jaminan terdiri dari jaminan kebenddaakelijkezekerheids) dan jaminan
peroranganer sonlijkezeker heids).*3

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UUJF, jaminan fidusiapakan jaminan kebendaan.
Sebagai hak kebendaan, jaminan fidusia mempunyai dioit de suite dan droit de
preference untuk mengambil pelunasan piutangnya atas haselkelsi benda jaminan. Dan
hal tersebut tidak hapus walaupun terjadi kepailikarena penerima fidusia merupakan
kreditor separatis sebagaimana yang dicantumkamdBasal 58 Undang-Undang Nomor 4
Tahun 1994 Tentang Kepailitaéh.Pembuktian apakah benda yang menjadi objek jamina
fidusia sudah terdaftar atau belum dapat diketalami bukti surat kepemilikannya. Bukti
kepemilikan benda yang menjadi objek jaminan fidwkpat berupa dokumen dari benda itu,
misalnya mobil dibuktikan dengan Surat Tanda NorKendaraan (STNK) dan Buku
Pemilik Kendaraan (BPKBY.

Namun dalam praktek sebagian besar penerima fidig# mendaftarkan akta
jaminan fidusia. Adapun alasan tidak didaftarkata g&minan fidusia :

1. Nominal penjaminan kecil, padahal biaya pendaftaxgup besar dan karena itu tidak
sesuai dengan asas manfaat;

2. Prosedur dan prosesnya lebih lama, dan hal ini leaé&nnya dengan birokrasi dan
tempat.

Sebenarnya tidak ada ketentuan di dalam UUJF yamgyatakan bahwa jaminan
fidusia yang tidak didaftarkan adalah tidak sahnydasaja untuk memberlakukan ketentuan
yang ada di dalam undang-undang tersebut, makalaardipenuhi syarat benda jaminan
fidusia itu didaftarkan. Dari bunyi ketentuan tdmse dapat memberikan penafsiran yang
berbeda, apakah jangka waktu 60 (enam puluh) leaselbut merupakan jangka waktu
pendaftaran jaminan fidusia ataukah pendaftaram ddeg-akta jaminan fidusia yang telah

ada sebelum didirikannya Kantor Pendaftaran Fid(lsRF). Dalam UUJF selain daripada

2Tan KameloOp.Cit, hal.129.
13 Hatta Isnaini Wahyu Utomo, “Hukum Jaminan”, BahAjr Mata Kuliah Hukum Jaminan,
Universitas Yos Sudarso, 2017, hal. 18

M bid, hal. 29.
Tan KameloOp.Cit, hal. 129.
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jangka waktu tersebut tidak ada ketentuan yang atangnengenai kejelasan jangka waktu
diharuskan untuk mendaftarkan akta jaminan fidbsiaebut. Jadi menurut penulis jangka
waktu tersebut hanya berlaku bagi pendaftaran alid@-jaminan fidusia yang telah ada
sebelum didirikannya Kantor Pendaftaran Fidusia HKPNamun, sekalipun telah
diberlakukan aturan tersebut dalam praktek masitdapat perusahaan-perusahaan
pembiayaan yang masih juga belum mendaftarkan jaktanan fidusia sebagaimana telah
disebutkan sebelumnya bahwa perjanjian jaminansigditu sendiri hanya terbatas pada
pembebanan akta notaris saja dan tidak melakukataftaran sebagaimana yang diwajibkan
oleh peraturan perundang-undangan tersebut.

Maka, akibat hukum dari jaminan fidusia yang tiddklaftarkan adalah tidak
melahirkan perjanjian kebendaan bagi jaminan faltsisebut, sehingga karakter kebendaan
sepertidroit de suite (hak kebendaan senantiasa mengikuti bendanyagditasiapa saja
benda itu berada) dan hak prefensi tidak melekaa jeeditor pemberi jaminan fidusia; atau
dengan kata lain jaminan fidusia bersifat persomaniersonlijkezeker heids).®

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2)UUJF, iBattifaminan Fidusia mempunyai
kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusana@isg yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap. Berdasarkan titel eksekutorigpenerima fidusia dapat langsung
melaksanakan eksekusi melalui pelelangan umumadia& jaminan fidusia tanpa melalui
pengadilan. Ketentuan ini tercantum dalam Pasaly29 (1) UUJF.

Pada asasnya lahirnya suatu sertifikat jaminarsfedsaat dilakukan pendaftaran pada
Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF) pada tiap-tiafxaba propinsi yang berada dalam wilayah
Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Dalamfi@ttjaminan fidusia memuat irah-
irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang MBka’. Adanya irah-irah tersebut
apabila debitor melakukan wanprestasi maka kreggoerima jaminan fidusia berhak untuk
menjual barang jaminan tesebut. Adapun eksekuskullan dengan cara :

a. Secara fiat eksekusi (dengan memakai titel ekseki}foyang lewat suatu penetapan
pengadilan.

b. Secara parate eksekusi. Parate executie adalahalamé@g@n sendiri atau mengambil
sendiri apa yang menjadi haknya, dalam arti targsarpparaan hakim, yang ditujukan atas

sesuatu barang jaminan untuk selanjutnya menjodirs®arang tersebut.

6 Tan KameloOp.Cit, hal. 30.
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c. Dijual di bawah tangan oleh pihak kreditor sendiri.
d. Lewat gugatan biasa pengadilan.

Oleh karena itu jika suatu jaminan fidusia yanglkidlilakukan pendaftaran maka
tidak memiliki sertifikat jaminan fidusia, yang isxya bahwa kreditor tidak dapat melakukan
eksekusi terhadap objek jaminan melalui cara-caemgy ditentukan dalam UUJF
sebagaimana tersebut diatas dan tidak mendapatiagamanan dari pihak kepolisian
terhadap pelaksanaan eksekusiberdasarkan Per&tapafri Nomor 8 Tahun 2011 Tentang
Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.

Perlindungan Hukum Dalam Hal Tidak Didaftarkannya Akta Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia adalah salah satu perlindunganrhukagi keamanan kreditor yakni
bagi suatu kepastian bahwa nasabah debitor akaonasel pinjaman kredit. Perjanjian
jaminan fidusia bukan suatu hak jaminan yang lkhrena undang-undang melainkan harus
diperjanjikan terlebih dahulu antara bank dan nalsatebitor. Oleh karena itu, fungsi yuridis
pengikatan jaminan fidusia lebih bersifat khusdks jdibandingkan dengan jaminan yang
lahir berdasarkan Pasal 1131 KUH Perdata. Fungsligipengikatan benda jaminan fidusia
dalam akta jaminan fidusia merupakan bagian yadaktierpisahkan dengan dari perjanjian
kredit.

Dengan fungsi yuridis jaminan fidusia yang dinyataldalam akta jaminan fidusia
semakin meneguhkan kedudukan bank sebagai keduduiederen. Selain itu, kreditor
penerima fidusia akan memperoleh keepastian tephpeagembalian utang debitor. Fungsi
yuridis itu juga akan mengurangi tingkat resiko lbadalam menjalankan usahanya
sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undangnaria

Sejak diberlakukannya UUJF, dalam implementasingaiimterdapat pelanggaran-
pelanggaran hukum baik yang dilakukan oleh pih&klitor (penerima fidusia) maupun oleh
pihak debitor (pemberi fidusia). Pelanggaran-pedangn yang sering dilakukan oleh kreditor
adalah sebagai berikdf:

1. Kreditor tidak mendaftarkan obyek jaminan fidusi&edntor Pendaftaran Fidusia (KPF).

bid,.

Bnttp://www.kumham-jogja.info/karya-ilmiah/37-karylmiah-lainnya/183-pelanggaran-pelanggaran-
hukum-dalam-perjanjian-kredit-dengan-jaminan-fidusiiaskes pada tanggal 18 Agustus 2018 pukul 10.01
WIB.
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2. Pendaftaran fidusia dilakukan setelah debitor westgsi.

3. Perjanjian kredit yang diikat dengan jaminan sidunamun obyeknya bukan merupakan
obyek jaminan fidusiaKreditor melakukan eksekushadap obyek jaminan fidusia tidak
sesuai ketentuan Pasal 29 UUJF.

Selain dilakukan oleh pihak kreditor, pelanggarakum terhadap ketentuan dalam
UUJF juga dapat dilakukan oleh pihak debitor. Pgimman-pelanggaran yang sering
dilakukan debitor adalah sebagai berikdt :

1. Debitor menjaminkan lagi obyek jaminan fidusia (B ulang).

2. Pemberi fidusia (debitor) menggadaikan, mengalitdéan menyewakan obyek

3. Debitor mengubah dan atau mengganti isi dari bgadg menjadi obyek jaminan.

Mengacu pada uraian tersebut diatas terlihat batadem praktek pemberian kredit
dengan jaminan fidusia, ternyata masih banyak pekman terhadap ketentuan-ketentuan
dalam UUJF walaupun undang-undang tersebut teldhkinelebih dari sepuluh tahun yang
lalu. Oleh karena itu pelaksanaan jaminan fiduaiard praktek masih memerlukan perhatian
yang serius dari para penegak hukum khususnygpeanhentuk undang-undang.

Jika ditinjau dari UUJF, apakah ada perlindungakuhukepada pihak kreditor pada
saat terjadi wanprestasi :

1. Bahwa pendaftaran ikatan jaminan atas benda tielalaftar sesungguhnya tidak cukup
melindungi kepentingan kreditor terhadap pihakdeeti

2. Dalam hal yang dijaminkan adalah benda persedigauniaventory, maka kedudukan
kreditor sangat lemah karena barang jaminan baiklg, perpindahan maupun
kedudukan atau keberadaan barang tersebut sditédsi sehingga pemenuhan terhadap
asas publisitas hanyalah pemenuhan dekoratif taphadatu aturan hukum. Keberlakuan
dekoratif sesungguhnya memiliki potensi memunculkssalah hukum baru yang tentu
saja tidak dikehendaki oleh para pelaku bisnisga pembuat undang-undang di badan
legislatif, khusus mengenai barang fidusia berupentori, barang komoditi agro telah
diatur dengan undang-undang Nomor 9 tahun 200&ngr8istim Resi Gudang.

3. Dari sisi praktis, sistim pendaftaran fidusia daldtJJF untuk sementara hanya
bermanfaat bagi kreditor besar dengan jaminan ya&mgpunyai nilai besar saja. Debitor

dari sektor Unit Usaha Kecil dan Menengah (UKM) gan sulit memanfaatkan

¥1bid
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keberadaan undang-undang ini bagi pengembangara usaheka. Sifat universalitas
aturan perundang-undangan menjadi sulit diterapgkamena hanya golongan tertentu
khususnya pengusaha yang bermodal kuat saja ygmaf deemanfaatkan keberadaan
undang-undang ini.

4. Keberadaan Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF) di Kmia provinsi menyulitkan
pelaksanaan pendaftaran fidusia, karena belum sepmaginsi memiliki fasilitas
transportasi yang memadai sehingga tidak membenkanfaat dari segi kepraktisan.
Terlebih bagi pemberi fidusia yang bertempat tingijlmar wilayah Republik Indonesia.
Dengan demikian peaksanaan pendaftaran akan meRkanbhiaya yang tidak sedikit dan
waktu yang digunakan cukup lama. Ini tidak menugjkandisi bisnis yang mempunyai
filosofi waktu adalah uanffime is money).

5. Akta jaminan fidusia yang bernilai kecil dimanfaatkoleh pengusaha menengah kebawah
dan harus didaftarkan ternyata didalam kenyatabagsan besar tidak didaftarkan ke
Kantor Pendaftaran Fidusia (KPf).

Uraian tersebut merupakan bukti kerancuan dalanggiaran norma-norma dalam
UUJF tidak didudukan pada asas hukum yang mengshrdpembentukan undang-undang
guna mendukung eksistensi norma-norma tersebutndataran perundang-undangan. Hal
tersebut sebagai akibat dari peraturan tersebutitifecara tergesa-gesa dan tidak melewati

kajian akademis yang memadai.

PENUTUP
Kesimpulan

Akibat hukum suatu jaminan fidusia yang tidak té&@lapada kantor pendaftaran
fidusia yaitu akta yang dibuat dihadapan pejabatmammotaris hanya dipandang sebagai
suatu perjanjian biasa yang tidak memiliki kekuatsksekutorial sama sekali, tidak
melahirkan perjanjian kebendaan bagi jaminan faltsisebut, sehingga karakter kebendaan
droit de suite dandroit deprefence tidak melekat pada objek jaminan fidusia sehinggeses
eksekusi atas benda atau objek jaminan fidusia fidak didaftarkan tidak dapat dilakukan.
Berdasarkan uraian pada pembahasan sebagaimae#®utediatas penulis mengambil

kesimpulan bahwa perlindungan hukum terhadap kredialam hal tidak didaftarkannya

20 A A. Andi Prajitno,Hukum Fidusia : Pasca Pendaftaran Secara Online, Putra Media Nusantara, 2018,
hal. 38
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akta jaminan fidusia dari UUJF tidak ada sama sdiakena menurut UUJF tiada suatu
jaminan fidusia tanpa suatu pendaftaran.
Saran

Diperlukan adanya ketelitian bagi Notaris dalam roeat akta jaminan fidusia yang
prosesnya meliputi pembuatan akta dan pendaftaNotaris sebagai pejabat yang
mempunyai akses untuk mendaftarkan jaminan fideetara online harus mendaftarkan akta
fidusia tepat waktu guna memenuhi asas publisk&dalaian Notaris dalam melakukan
pendaftaran jaminan fidusia dapat merugikan kreditan atas kelalaian tersebut Notaris

dapat digugat untuk memberikan ganti rugi atasdgiaruyang dialami kreditur.
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